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WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA KOTA GUNUNGSITOLI 2026-2030

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana diperlukan suatu
perencanaan yang matang, terarah, terpadu dan
terukur;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, analisis
risiko bencana dituangkan dalam bentuk dokumen
yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan
ketentuan perundang - undangan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kajian Risiko
Bencana Kota Gunungsitoli 2026-2030;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4931);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
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Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun
2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsian di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan
Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan
Gempa Bumi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun
2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan
Bencana Longsor;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan
Prasarana dalam Penanggulangan Bencana,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Nasional Penanggulangan Bencana,;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman
Umum Pengkajian Risiko Bencana;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8
Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
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2018 tentang Standar Teknis Pelayanan pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota;

23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana di Kota Gunungsitoli;

24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAJIAN RISIKO
BENCANA KOTA GUNUNGSITOLI 2026-2030

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.

2. Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah  Kota
Gunungsitoli.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.

4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang
selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga
pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang
selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
penanggulangan bencana.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis.
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Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi:
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi
bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi,
dan rekonstruksi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan
bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat
bencana hingga tahapan sesudah bencana yang
dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinir dan
menyeluruh.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik
geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis,
sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada
suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang
mengurangi kemampuan mencegah, meredam,
mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan
untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
Risiko bencana adalah potensi kerugian yang
ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan
kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian,
luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,
mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masyarakat.

Pengurangan risiko bencana adalah segala tindakan
yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan
meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya
tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya
tertentu.

Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan
area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan
sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-
spasialnya.

Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan
jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik
tertentu.

Cek Lapangan (ground check) adalah mekanisme revisi
garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan
perhitungan dan asumsi dengan kondisi
sesungguhnya.

Geographic Information System, selanjutnya disebut
GIS, adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan,
pemrosesan atau  manipulasi, analisis, dan
penayangan data yang mana data tersebut secara
spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
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Peta Landasan adalah peta yang menggambarkan
garis batas maksimum keterpaparan ancaman pada
suatu daerah berdasarkan perhitungan tertentu.
Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang
mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis,
fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona
ketinggian tertentu akibat bencana.

Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu
untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap
risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis
tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas
daerah dalam bentuk tertulis dan peta.

Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan
ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat
yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan
diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi,
mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan
diri dari akibat bencana.

Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan
suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan,
mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya
tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial
budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat
ditimbulkan oleh beragam penyebab.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat
guna dan berdaya guna.

Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang
yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk
mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi
dan penyusunan rencana yang didasarkan pada
keadaan kontijensi atau yang belum tentu tersebut.
Suatu rencana kontijensi mungkin tidak selalu pernah
diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak
terjadi.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat ukur
untuk menilai kapasitas seluruh wilayah dalam
menghadapi dan menanggulangi bencana, mengukur
kemampuan antisipasi/mitigasi dan pemulihan pasca
bencana.

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah untuk
merumuskan kebijakan penanggulangan bencana
yang lebih efektif menuju wilayah tangguh bencana.
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27.InaRISK adalah portal dan aplikasi BNPB yang
menyediakan Informasi tingkat bahaya bencana di
suatu wilayah serta rekomendasi mitigasi untuk
masyarakat, pemerintah dan pihak terkait agar lebih
siap menghadapi bencana.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai

landasan perencanaan penanggulangan bencana di Daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

a.Mengidentifikasi risiko bencana di Kota Gunungsitoli
berdasarkan tingkat ancaman, tingkat kerentanan dan
tingkat kapasitas dan menuangkannya dalam peta risiko
bencana.

b.Memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan
penanggulangan bencana untuk peningkatan kapasitas
upaya pengurangan risiko bencana.

c. Menjadi dasar dalam penyusunan aksi praktisi untuk
kesiapsiagaan di tingkat masyarakat, seperti penyusunan
rencana dan jalur evakuasi, penentuan lokasi tempat tinggal
dan sebagainya.

d.Menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi
dan kabupaten/kota dalam kesatuan tujuan.

BAB III
KAJIAN RISIKO BENCANA
Pasal 3

Kajian Risiko Bencana Kota Gunungsitoli tahun 2026 — 2030
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI :Pendahuluan

b. BAB II : Gambaran Umum Wilayah dan Kebencanaan

c. BABIII : Pengkajian Risiko Bencana

d. BAB IV : Rekomendasi

e. BABV : Penutup

Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didukung dengan Peta Risiko Bencana.

Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Peta Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd

SOWA’A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli

pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 80

Sajinan seguai dengan aslinya
GIAN HUKUM

FI N ZEBUA, SH
PEMB
NIP. 19850111{201101 1 004



